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"SUATU KEPUTUSAN POLITIK DI DESA YANG DIADAKAN DEMI
KEPENTINGAN RAKYAT DESA DAN TERJADI DI BAWAH
KEPEMIMPINAN YANG_MENGERT! ASPIRASI RAKYAT, SELALU
EFEKTIF, MESKIPUN DI DALAM PROSES TERJADINYA KURANG
MELIBATKAN WARGA  MASYARAKAT BIASA  SECARA
LANGSUNG DAN ISINYA MEMBERIKAN BEBAN KEPADA
WARGA DESA"

Hadirin yang saya muiiakan.

Perkenankaniah saya pada kesempatan ini periama-tama memanjat-
kan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat, taufik dan
hidayahNya yang dilimpahkan kepada saya sekeluarga, hingga pada hari ini
saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di dalam
Rapat Senat Terbuka dan dihadapan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Hadirin yang saya hormati.

Pidato pengukuhan ini dengan rendah hati saya awali dengan mencan-

tum-kan pernyataan sekbagaimana tertera di atas. Pernyataan itu adalah
‘temuan" vang saya peroleh dari penelitian yang saya lakukan di beberapa
desa yang dipilih secara acak di kecamatan-kecamatan Limbangan, Gemuh
dan Patebon di Kabupaten Daerah Tingkat I Kendal pada takun 1987 dan
1988.
Meskipun penelitian itu terutama dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
efektifitas keputusan politik di desa dengan meneliti proses, isi dan
pelaksanaannya, tetapi dalam kerangka itu memang tidak dapat dihindari
bahkan diperiukan pula data tentang keterlibatan atau partisipasi warga desa.
Dan karena masalah partisipasi itu merupakan salah satu masalah pokok
dalam demokrasi, maka "temuan” yang demikian itu mendorong saya untuk
menyoroti aspek demokrasi dalam pengambilan keputusan politik di desa
sebagaimana tertera dalam judut pidato pengukuhan ini.

Kita semua mengetahui bahwa bicara tentang demokrasi adalah bicara
tentang bidang yang sangat licin (glibberig) yang membuat pembicara mudah
terpeleset.

Bicara tentang dermokrasi adalah bicara pula dalam alam keanekaragaman
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karena setiap orang memberikan pengertiannya sendiri-sendiri dan
menganggap bahwa pengertian yang diberikan itulah yang paling bene r.

Namun kata demokrasi mempunyai daya tarik yang luar biasa, yang bagaikan
magnit menarik perhatian tiap orang, seakan akan tiap orang itu tak kuasa
untuk tidak ikut memperhatikan dan membicarakannya. Ditambah lagi
dengan disertakannya perasaan pada hampir tiap pembicaraan atau
penyampaian pandangan tentang demokrasi, menjadi lengkaplah demokrasi
sebagai bidang pembicaraan yang licin dan kabur. ltulah sebabnya mengapa
dalam awal pidato pengukuhan ini ingin pula saya kemukakan bahwa saya
sama sekali tidak berpretensi bahwa apa yang saya kemukakan dalam aspek
demokrasi dalam proses pengambilan isi dan pelaksanaan keputusan Desa,
ini akan pasti dapat diterima dan diiyakan oleh hadirin yang terhormat.

Hadirin yang saya muliakan.

Bila politik itu kita artikan sebagai seluruh kegiatan yang berkeaan
dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi
masyarakat umum, maka Keputusan Desa sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang No. 5 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Daiam Negeri No. 1
tahun 1981 adalah keputusan politik. Keputusan Desa sebagaimana diatur
dalam perundang-undangan itulah yang merupakan sasaran dalam penelitian
yang telah saya lakukan dan yang saya maksud dengan Keputusan Desa
yang tercantum dalarn judul Pidato Pengukuhar ini.

Ada tidaknya aspek demokrasi atau seberapa jauh dihayatinya nilai-nilai
demokrasi di dalam pengambilan Keputusan Desa, dapat dilihat bita di datam
meneliti Keputusan Desa itu diteliti proses pengambilannya, isi dan
pelaksanaannya.

Dalam meneliti proses pengambilan Keputusan Desa, saya teliti
tahapan-tahapannya, azas yang digunakan serta peran pemimpin formal,
pemimpin informal dan masyarakat biasa.

Dari penelitian tentang tahapan tampak bahwa pemimpin formallah yang
dipandang sebagai saluran utama, bukan pemimpin informal. Hal kedua yang
dapat ditangkap adalah bahwa warga masyarakat di desa tidak mengetahui
secara persis apa Keputusan Desa itu dan siapa yang menetapkan.



Semua responden dengan tingkat pendidikan apapun mempunyai persepsi
yang sama , yaitu bahwa Keputusan Desa dapat diambil oleh Lembaga
Musyawarah Desa (L.M.D.), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D),
dan oleh Lembaga Kemasyarakatan seperti P.K K., Karang Taruna, Kelompok
Tani, Pengajian, Arisan, Sinoman.

Begitu pula persepsi responden tentang Rapat Desa. Bagi para responden
Rapat Cesa adalah rapai yang diadakan di Desa, tidak dibeda-bedakan
apakah itu rapat LM.D., LK.M.D. atau rapat dalam Rapat Desa. Berdasar
pengamatan terlihat juga bahwa rapat yang diadakan oleh Kepala Desa tidak
jelas, apakah itu rapat LM.D, rapat LKM.D atau Rapat Desa, karena
kesemuanya dipimpin oleh Kepala Desa. Dengan demikian menjadi tidak
jelas, kapan terjadi tahapan artikulasi kepentingan, kapan tahapan agregasi
kepentingan dan kapan terjadi tahapan pengambilan keputusan. Dengan
tidak jelasnya kapan terjadinya tahapan-tahapan itu, karena tiap rapat
dipandang sebagai rapat yang mengambil Keputusan Desa, maka
tahapan-tahapan menjadi kabur. Masalah ini menjadi penting, bila diingat
bahwa intensitas dan bobot rapat yang mengambil keputusan tentunya
berbeda dengan intensitas dan bobot rapat yang melakukan artikulasi
kepentingan atau yang lainnya. Dilihat secara demikian LM.D seharusnya
mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dengan L.K.M.D.

Sejalan dengan itu perhatian dan keterlibatan anggauta masyarakat terhadap
rapat-rapat L.M.D seharusnya lebih besar. Ha! yang demikian itu tidak tampak
dalam penelitian ini.

Di samping itu realita bahwa anggauta masyarakat lebih suka menyalurkan
aspirasinya lewat Kepala Desa dan Aparat Desa daripada lewat
pemuka-pemuka masyarakat, menunjukkan betapa lemahnya infrastruktur
politik desa. Ada kemungkinan bahwa. lemahnya infrastruktur disebabkan
karena lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai infrastruktur,
seperti LK.M.D dan P.KK. tedalu diikat oieh perundang-undangan yang
berlaku atau secara struktural terfalu menggantungkan diri kepada Kepala
Desa, sedang Rapat Desa yang sebenamya merupakan kelanjutan dari
Rembug Desa pada masa lalu terbatas fungsinya sebagai wadah penampung
keinginan masyarakat desa dalam rangka penyusunan Keputusan Desa
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mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengenai azas pengambilan keputusan ternyata bahwa musyawarah | ukan
satu-satunya azas. Memang sebagian besar responden mengatakan tahwa
keputusan diambil dengan musyawarah. Tetapi ada pula yang menjawab
dan ini berdasarkan prosentase jawaban menduduki urutan kedua, bahwa
keputusan diambil oleh Kepala Desa. Ada pula yang menjawab bahwa
keputusan diambil oleh pimpinan, yaitu Kepala Desa beserta LM.D dan
L.K.M.D, sedang urutan terakhir dalam prosentase jawaban adalah bahwa
keputusan diambil dengan pemungutan suara. Jadi berdasar persepsi para
responden ada empat azas yang digunakan dengan urutan sebagai berikut :
musyawarah, keputusan oleh Kepala Desa, Keputusan oleh pimpinan
kolektif desa dan pemungutan suara.

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa tokoh kunci yang dapat ditemui
diberikan gambaran bahwa acapkali memang musyawarah desa (khususnya
yang berkenaan dengan masalah kebijaksanaan pemerintah seperti maselah
TR dan yang berkenaan dengan kebijaksanaan "pembebanan’ seperti
juran pajak PBB) tidak dapat menelorkan keputusan, hingga terpaksa
dilakukan dengan pemungutan suara yang pada umumnya dilakukan
dengan acungan telunjuk jari oleh peserta rapat.

Berdasar perundang-undangan, Kepala Desa menempati posisi yang
dominan di dalam pemerintahan desa. Terriyata posisi formal yang demikian
itu ditunjang puta oleh posisi sesiainya. Di Desa Kepala Desa adalah orang
yang paling disegani dan paling dihormati. la juga dinifai sebagai penyalur
aspirasi rakyat yang paling efektif, karena kepemimpinannya yang baik,
terbuka terhadap kritik dan mempunyai pikiran yang luas. Legitimasi hukum
dan legitimasi sosial yang demikian itu masih ditambah lagi dengan
legitimasi politik, yang dipéroleh oleh Kepala Desa, karena ia dipilih oleh
rakyatnya. '

Tidaklah mengherankan bila ia sebagai pemimpin di desa mempunyai
peranan, yang begitu domirnan di dalam proses pengambilan keputusan.
Data menunjukkan bahwa peranan pemimpin informal tidak sebesar pemim-
pin formal. Namun ia tetap dipandang peinting peranannya, karena ia adalah
partner Kepala Desa. Hubungan antara pemimpin informal dengan Kepala
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Desa adalah baik, hingga tidak ada pemimpin informal yang menarik diri dari
peranannya didalam proses pengambilan keputusan. Bukti dari hubungan
yang baik itu tampak pada persepsi dari ‘pemimpin informal sendiri yang
memandang bahwa dirinya benar-benar dipandang sebagai partner oleh
Kepala Desa. Data menunjukkan bahwa seperti warga desa lainnya, iapun
bersikap positif terhadap kepemimpinan Kepala Desa.

Bila peranan pempimpin formal dan pemimpir informal sebagaimana saya
kemukakan diatas ditekankan kepada peranan mereka sebagai pemimpin di
dalam proses pengambilan. keputusan, hingga sorotan tentang peranan
mereka dipusatkan kepada status sosialnya, yang dekat hubungannya
dengan jabatan/pekerjaan, sifat-sifat pribadi, sikapnya dalam hubungan
dengan warga desa, tidak demikian halnya di dalam melihat peranan warga
masyarakat biasa di dalam proses pengambilan keputusan. Sorotan
terhadap peranan mereka lebih saya tujukan kepada partisipasi mereka di
dalam proses pengambilan keputusan, yaitu kepada dukungannya terhadap
kepemimpinan Kepala Desa, kesediaannya untuk hadir dan mengeluarkan
pendapat didalam rapat-rapat desa. Ternyata bahwa partisipasinya secara
tidak langsung, yaitu kesediaannya uniuk mendukung Kepuiusan Desa cu-
kup besar, tetapi partisipasinya secara langsung, yaitu hadir dalam rapat-
rapat desa dan mengeluarkan pendapat di dalam rapat-rapat itu sangat kecil.

Kesimpulan tentang proses pengambilan keputisan di desa adalah; peranan
Kepala Desa sangat dominan, kedudukan infra struktur lemah, mekanisme
dan tahapan tidak jelas musyawarah bukan satu-satunya azas yang diguna-
kan, meskipun merupakan azas utama yang digunakan, peranan pemimpin
informal tidak terlalu berarti dan partisipasi langsung warga ma- syarakat
biasa kecil. Meskipun demikian dukungan warga masyarakat biasa besar.

Hadirin yang saya muliakan

Bila di atas secara singkat telah saya kemukakan proses terjadinya
pengambilan Keputusan Desa, izinkanlah saya selanjutnya meninjau isi Ke-
putusan Desa. Ternyata bahwa isi keputusan politik di Desa dapat bersifat
ekstraktif, negatif dan distributif. Untuk Keputusan yang bersifat simbolik
tidak terungkapkan secara eksplisit. Memang dari observasi dan wawancara
ditemukan juga adanya penghargaan, tetapi penghargaan ini diberikan oleh
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pemerintah Kabupaten/Kecamatan kepada seseorang atau organisasi yang
memenangkan pelbagai lomba, seperti lomba klompencapir, lomba d :sa dan
lain sebagainya. Jadi adanya penghargaan ini bukan karena ditetavkankan
dengan Keputusan Desa, tetapi akibat keputusan pemerintah Kabupaten,
meskipun ada kemungkinan bahwa terjadinya kuputusan itu antara lain
karena usulan dari desa. :

Keputusan Desa yang berisi ketetapan tentang "Keamanan desa” dan “iuran
desa'merupakan keputusan politik yang bersifat ekstraktif, karena yang
pertama "membebani” setiap warga masyarakat untuk berperan serta dalam
kegiatan-kegiatan siskamting, sedang yang kedua berisi kewajiban atau
"pembenanan” kepada setiap warga masyarakat untuk mengiur sesuatu, baik
yang berupa uang maupun tenaga ataupun kedua-duanya. Keputusan Desa
yang berisi ketetapan tentang "pembangunan desa”, bersifat distributif, jika
dilihat dari adanya pembagian sumber-sumber daya desa yang diarahkan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi disamping itL juga
bersifat regulatif, bila dikaji dari pengaturan peritaku masyarakat agar sesuai
dengan perencanaan pembangunan desa. Termasuk dalam Keputusan Desa
demikian ini adalah Keputusan Desa yang menyangkut gotong royong,
sincman, kematian, sedekah bumi, sedekah laut, dan sebagainya yang
termasuk pengaturan upacara adat dan juga ada puia pengaturan tantang
kesenian. Dari pelbagai Keputusan Desa itu ternyata bahwa sebagian besar
keputusan politix di desa bersifat ekstraktif.

Sebagian besar anggauta masyarakat desa, apakah ia pemimpin formai,
pemimpin informal atau anggauta masyarakat biasa berpendapat bahwa
Keputusan-keputusan Desa itu bermanfaat bagi seluruh anggauta
masyarakat. Tetapi ada pula anggauta masyarakat, meskipun sangat kecil
jumlahnya yang berpendapat bahwa isi keputusan desa itu hanya bermanfaat
bagi organisasi sosial seperti Klompencapir, Karang Taruna, PKK dan
sebagainya, atau hanya bermanfaat bagi pemimpin formal, pemimpin
informal atau anggauta masyarakat secara perseorangan.

Adanya persepsi bahwa hampir seluruh keputusan politik di desa
memberikan manfaat pada masyarakat dikukuhkan pula oleh frekwensi
kegiatan bersama. Sebagian besar anggauta masyarakat menyatakan sering
atau sangat sering melakukan kegiatan bersama dan tidak ada satupun yang
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menyatakan hanya kadang-kadang saja atau tidak pernah melakukan
kegiatan bersama. Bentuk sumbangan yang diberikan kepada desa, dapat
berupa uang dan tenaga, uang saja, tenaga saja atau gagasan. Bentuk
sumbangan yang terbesar adalah uang dan tenaga, sedang yang terkecil
gagasan.

Dari hal-hal diatas tampak bahwa Keputusan Desa dapat bersifat ekstraktif,
distributif dan regulatif dengan Keputusan Desa yang bersifat ekstrakiif
menempat: bagian yang terbesar. Meskipun bagian teruesar dari Keputusan
Desa itu memberikan beban kepada warga desa, warga desa toh
menerimanya, karena keputusan itu dipandang bermanfaat bagi seluruh
anggauta masyarakat dan karena pelaksanaannya dilapangan dilakukan
sebagai kegiatan bersama di dalam masyarakat. Bahwa isi keputusan itu
benar-benar diterima oleh masyarakat, terbukti pula dari kesediaan mereka
untuk memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun berupa tenaga
atau gagasan. ‘

Hadirin yang saya muliakan

Ternyata bahwa bentuk pelaksanaan keputusan Desa, apakah' itu
berbentuk resmi (Keputusan Desa), atau berbentuk tidak resmi berupa
perrufakatan yang tidak tertulis masing-masing tidak tampak pengaruhnya
terhadap efektifitas keputusan itu, artinya bahwa realisasi suatu keputusan
(desa) oleh masyarakat tidak tergantung dari bentuk pelaksanaan keputusan
itu. Ternyata bahwa sebagian besar warga desa bersedia merealisasikan
Keputusan Desa (prosentase yang tidak bersedia kecil sekali), dengan alasan
demi kemajuan desa (alasan yang terbanyak) dan alasan karena adat/tradisi.
Mereka yang enggan merealisasikan Keputusan Desa (yang jumlahnya
sangat kecil) yaitu kelompok pemimpin informal dan anggauta masyarakat
biasa, mengemukakan alasan-alasan; kelompok pemimpin informal
mengatakan enggan karena alasan tidak demokratis, sedang anggauta
masyarakat biasa mengatakan enggan karena alasan tidak demokratis dan ti-
dak hermanfaat bagi masyarakat.

Ada pula keputusan-keputusan desa yang sebenarnya tidak disetujui
oleh warga desa, tetapi sebagian besar warga desa itu toh bersedia
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merealisasikannya. Ini menunjukkan betapa besarnya kepatuhan iereka.
Alasan mengapa mereka tetap bersedia merealisasikan keputusan it. adalah
karena realisasi itu merupakan konsekwensi hukum.

Hadirin yang saya muliakan

Adakah pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penda-
patan warga desa terhadap proses pengambilan keputusan, isi keputusan
dan efektivitas peiaksanaan keputusan di desa.

Dalam proses pengambilan keputusan tidak terbukti bahwa warga desa yang
tingkat pendidikannya makin tinggi makin mengetahui bahwa wahana
pengambilan keputusan politik didesa yang sebenarnya adalah LMD, bukan
LKMD atau lembaga lainnya. Juga tidak tampak bahwa warga yang
pendidikannya makin tinggi makin menyukai azas musyawarah dibanding
dengan azas pemungutan suara atau sebaliknya. Begitu pula tidak terbukti
bahwa makin tinggi pendidikannya makin sering mengajukan pendapat
dalam rapat desa. Sebagai saluran pengajuan aspirasi warga desa, mereka
yang berpendidikan tinggi justru hanya menduduki urutan ketiga dibawa
.Kepala Desa dan pemuka masyarakat.

Tentang pandangan bahwa isi Keputusan Desa bermanfaat bagi seluruh
masyarakat tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Begitu pula kesediaan
warga cesa untuk merealisasikan Keputusan Desa. demikian juga dengan
kepatuhan warga akan Keputusan Desa dan kesediaannya untuk memberikan
sumbangan.

Kesimpulannya adalah bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap
proses pengambitan, isi dan pelaksanaan Keputusan Desa.

Bagaimana sekarang tentang pengaruh jenis pekerjaan dan pengaruh tingkat
pendapatan. Ternyata. seperti halnya pendidikan, jenis pekerjaan dan
tingkatpendapatan tidak pula berpengaruh terhadap persepsi warga desa
terhadap proses pengambilan, isi dan pelaksanaan Keputusan Desa.

Hadirin yang saya muliakan

Hal-hal tentang keputusan politik di desa sebagaimana saya kemukakan



di muka, secara singkat saya ilustrasikan dalam diagram dihalaman berikut.

Diagram itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa di daerah
penelitian menerima dan bersedia melaksanakan Keputusan Desa dengan
alasan-alasan sebagaimana tercantum di B1 dan B2, meskipun proses dan
isinya terjadi sebagaimana tercantum di A.

Dengan memperhatikan pertama ciri-ciri proses pengambilan keputusan dan
isi Keputusan Desa sebagaimana tertera nada A, kedua alasan-alasan vang
menunjukkan dipenuhinya kepentingan rakyat sebagaimana tercantum di B2
dan persepsi warga desa tentang kepemimpirian Kepala Desa sebagaimana
digambarkan pada B1, dan dengan mengkualifikasikan Keputusan Desa yang
diterima oleh sebagian besar masyarakat sebagai Keputusan Desa yang
efektif, maka ditinjau dari sudut pendekatan pengambilan keputusan
(decision making approach), kesimpulan pokok/ “temuan" pokok dari apa
yang telah saya kemukakan dimuka adalabh :

"SUATU KEPUTUSAN POLITIK DI DESA YANG DIADAKAN DEMI
KEPENTINGAN RAKYAT DESA DAN TERJADI DIBAWAH KEPEMIMPINAN
YANG MENGENAI ASPIRASI RAKYAT, SELALU EFEKTIF, MESKIPUN DI
DALAM PROSES TERJADINYA KURANG MELIBATKAN WARGA
MASYARAKAT BIASA SECARA LANGSUNG DAN ISINYA MEMBERIKAN
BEBAN PADA WARGA DESA"

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Di atas telah saya kemukakan efektifitas keputusan desa. Sekarang tibaiah
saya pada inti pidato pengukuhan ini, yaitu bagaimanakah aspek demokrasi
pada Keputusan Desa yang efektif itu.

Sebagaimana telah saya ajukan pada awal pidato pengukuhan ini, hal yang
mendorong saya untuk menyoroti aspek demokrasi dalam Keputusan Desa
adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa parsisipasi merupakan hal
yang tidak dapat dihindari bahkan diperlukan dalam penelitian dan
pembahasan tentang Keputusan Desa. Bila kita lihat “temuan pokok" di muka,
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B2. B1.

Alasan diterimanya Persepsi tentang
keputusan desa : kepemimpinan Kepala Cesa
- kemajuan desa - disegani / dihormati

- adat / tradisi - sikap terbuka

- hukum x>~ penyalur aspirasi
- kemanfaatan - bijak

- demokrasi - jabatan

A

Ciri-ciri proses dan isi
pengambifan keputusan desa:
- tahapan yang tidak jelas.

- dominasi Kepala Desa.

- infrastruktur kurang KEPUTUSAN

DESA

> 1%

MASYARAKAT
berfungsi.

- partisipasi langsung &
© masyarakat biasa kecii. \1
- musyawarah bukan satu-

satunya azas.

- isi ekstraktif besar \

C.

Alasan ditolak-

nya Keputusan
Desa :

|<- tidak demokratis
- tidak bermanfaat

[ _ B | Masyarakat yang menerima (91,13%)
B Masyarakat yang tidak menerima (8,78%)
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tampak bahwa dilihat dari sudut permasalahan demokrasi, disamping sorotan
terhadap partisipasi ada dua hal fain yang peru disoroti, yaitu kepentingan
rakyat dan kepemimpinan. ’

Mengapa ketiga hal itu penting dalam tinjauan tentang aspek demokrasi.
Karena menurut pandangan saya, ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan
nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan dan pemerintahan dengan
persetujuan rakyat.

Hadirin yang saya muliakan.

Tiap falsafah politik, termasuk falsafah politik demokrasi bharus
mempertimbangkan tiga topik fundamental, yaitu : posisi individu di dalam
masyarakat, hubungan antar individu-individu dan hubungan antar individu
dan golongan dengan pemerintah. (Leslie Lipson).

Dilihat dari sudut falsafah demokrasi, posisi individu di dalam masyarakat
secara esensial merupakan masalah kebebasan, hubungan antar individu
merupakan masalah persamaan dan hubungan antar individu dan golongan
dengan pemerintah merupakan masalah pemerintahan dengan persetujuan

rakyat.

Posisi individu di dalam masyarakat tercermin pada kebebasan yang ia miliki,
baik sisi negatif maupun sisi positif dari kebebasan yang ia miliki itu. Sisi
negatit, yaitu tidak adanya halangan bagi individu untuk bebas bertindak,
sedang sisi positif adalak adanya kesempatan untuk bertindak bagi
tercapainya tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat.

Tidak adanya halangan dan adanya kesempatan tidak berarti bahwa
kebebasan yang dimiliki individu berlaku tanpa batas. Batas itu diperiukan
untuk terjaminnya kebebasan itu sendiri, untuk mencegah kehancuran
demokrasi dari dalam. '

Hutungan amar individu tercermin pada persamaan antar individu, baik yang
bersifat identikal maupun proporsional. Ada persamaan identikal bila dalam
segala sesuatu yang bersifat fundamental bagi martabat manusia, individu
memperoleh perlakukan yang samajidentik. Ada persamaan proporsional bila
liap orang diperfukan sesuai dengan apa yang selayaknya atau sepantasnya
ia peroleh. Persamaan yang identikal tentu saja bukan hanya persamaan

11



dalam bentuk, tetapi juga persamaan dalam substansi. Bila misalnya ada
ketentuan bahwa tiap warga desa yang dewasa mempunyii hak untuk
memilih kepala desa, tetapi dalam registrasi para pemilih itu warga desa
yang buta huruf tidak diperbolehkan untuk didaftar. sedang per.erintah gagal
dalam usahanya untuk membebaskan warga desa dari ke'buta-huruf“an itu,
maka ketentuan demikian itu adalah non demokratis.

Disamping secara alamiah terdapat suatu kenyataan bahwa kita sebagai
manusia adalah sama, adalah suatu kenyataan alamiah pula bahwa kita
sebagai individu-individu adalah berbeda.

Oteh sebab itu adalah adil, bila kedua kenyataan alamiah itu diakui. Oleh
sebab itu pula perbedaan-perbedaan individual harus diperlakukan secara
proporsional, memberikan perlakuan yang lain daripada itu bukanlah
persamaan namanya.

Dalam pada itu haruslah dijaga agar perbedaan itu tidak menimbulkan
ketidaksamaan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berprivilege.
Adalah tugas dari pemerintah sebagai equalizer untuk senantiasa menjaga
keseimbangan itu.

‘Suatu masalah Klasik dalam falsafah politik adalah mengapa warga negara
patuh terhadap pemerintah. Ada dua aiasan. Pertama karena ia percaya
bahwa para pejabat pemerintah melakukan kegiatan secara sah dan kedua
bahwa apa yang mereka minta kepadanya untuk melakukan sesuatu adalah
benar.

Tiap falsafah demokrasi memandang periu adanya fondasi moral sebagai
dasar otorita pemerintah. Apa yang menjadi fondasi moral itu ditentukan oleh
sumber otorita yang memprodusirnya. Dalam falsafah demokrasi sumber
otorita tersebut adalah supremasi rakyat. Kebebasan dan persamaan terjamin
bila kekuasaan yang Ppaling tinggi ada ditangan rakyat. Tetapi dalam
kenyataannya dalam "demokrasi hanya sejumlah kecil individu yang
menjalankan pemerintahan. Bagaimana hal ini dapat dibenarkan.

Demokrasi adalah tipe pemerintahan yang menghendaki agar rakyat secara
keseluruhan memilih para pejabat pemerintahan yang paling tinggi dan
menyetujui program yang harus mereka ikuti. Pelaksanaannya didasarkan
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atas konstitusi yang telah ‘disepakati. Dengan demikian, apabila suatu
pemerintah demokrasi bertindak, maka tindakan itu dilakukan dengan
persetujuan dari mereka yang diperintah dan oleh sebab itu kekuasaan yang
diperoleh karena persetujuan itu adalah sah. Jadi persetujuan rakyatlah yang
merupakan fondasi moral bagi otorita pemerintah.

Hadirin yang saya muliakan.

Di muka teiah saya simpulkan bahwa Keputusan Desa diterima oleh
sebagian besar warga desa karena keputusan itu dipandang bermanfaat bagi
desa, sesuai dengan adat dan tradisi yang mengatur kepentingan bersama
dan memajukan desa dimana mereka bertempat tinggal atau singkatnya.
Keputusan Desa itu diterima karena sesuai dan memenuhi kepentingan rakyat
bersama.

itulah sebabnya, hingga warga desa bersedia menanggung beban yang
diberikan, baik berupa pikiran, maupun tenaga dan dana. ltu pula sebabnya
mereka bersedia untuk merealisasikan Keputusan Desa itu dengan
melakukan kegiatan hersama. Ada semangat kebersamaan diantara mereka,
sehingga mereka bersedia untuk melakukan segala sesuatu demi
terrealisirnya Keputusar Desa itu. (Scedigdo menamakan semangat itu
"rasa-npangrasa’, Mac Iver "wefeeling" dan "dependency-fecling",Mohammad
Hatta "gotong royong", Kuntjaraningrat “gctong royong kerja bakti").

Kepentingan bersama dan semangat kebersamaan untuk memenuhi
kepentingan bersama itu tidak mungkin timbul apabila dalam pergaulan antar
mereka itu tidak dijunjung tinggi nilai persamaan. Mereka merasa bahwa di
dalam menentukan serta melaksanakan kepentingan bersama dan di dalam
merealisasikan kepentingan bersama dengan kegiatan bersama, mereka
mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama (persamaan identikal).

Bahwa kenyataannya didalam keterlibatan atau partisipasi warga desa biasa
di dalam menentukan kepentingan bersama itu (dalam “temuan” pokok saya
sebut partisipasi langsung) relatif kecil, hal ini tidak berarti bahwa sémangat
kebersamaan dan nilai persamaan tidak hidup diantara mereka. Adanya
kerelaan untuk merealisasikan keputusan desa (yang dapat saya namakan
partisipasi tidak langsurg) menunjukkan hal sebaliknya, yaitu adanya
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semangat kebersamaan yang tinggi dan hidupnya nilai persamaan diantara
mereka. Partisipasi dalam pengertian yang saya gunakan tic ak hanya berarti
keterlibatan anggauta masyarakat di dalam proses pengan.bilan keputusan,
tetapi juga keterlibatannya di dalam merealisasikan keputusan. (Partisipasi
dalam pengertian kedua antara lain juga dianut oleh Koentjaraningrat). Di
dalam kenyataannya seperti halnya di dalam proses pengambilan keputusan,
di datam merealisasikan keputusan, keterlibatan atau partisipasi warga dapat
berbeda. Hal ini disebabkan karena berlakunya nilai persamaan proporsional
dalam kehidupan bersama, termasuk kehidupan bersama di desa. Didalam
proszs pengambilan Keputusan Desa misalnya, partisipasi warga desa biasa
di dalam peranannya sebagai anggauta Rapat Desa jelas lebih kecil
dibanding dengan partisipasi warga desa di dalam peranannya sebagai
anggauta LKMD atau LMD.

Lebih-lebih bila dibandingkan dengan peranan Kepala Desa yang begitu
dominan. Di dalam realisasi Keputusan Desa perbedaan it'1 dapat dilihat
misalnya pada bentuk sumbangan. Sumbangan yang berbentuk uang yang
terbesar berasal dari para pemimpin formal sedang yang terendah berasal
dari anggauta masyarakat biasa. Sebaliknya adalah sumbangan yang
berbentuk tenaga, ‘erbesar datang dari masyarakat biase, sedang yang
terkecil berasal dari pemimpin formal.

Sehagaimana ielah saye ajukan di muka, kedudukan yang demikian dorriinan
dari Kepala Desa dapat diterima oleh anggauta masyarakal, karena
kedudukan itu sah. Secara yuridis sah, karena kedudukan itu diperoleh
Kepala Desa berdasar ketentuan-ketentuan hukum yang beriaku. Bagi
masyarakat desa ia adalah seorang pejabat yang berdasar
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku memiliki otorita yang dominan
dibanding pejabat-pejabat lain di desa.

Sebagai pemimpin masyarakat ia diterima oleh masyarakat karena ciri-ciri
kepemimpinan sosialnya, seperti bijaksana, terbuka, penyalur aspirasi yang
baik dan lain sebagainya, sehingga kedudukan yang dominan sebagai
pemimpin sosial juga dapat diterima.

Oleh sebab itu secara sosial kedudukan yang dominan itu adalah sah. Secara
politis kekuasaan Kepala Desa yan dominan juga sah, karena sesuai falsafah
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demokrasi, ia memperolehkekuasaan itu karena persetujuan rakyat yang
berkuasa dengan melalui pemilihan Kepala Desa.

L)

Hadirin yang saya muliakan.

Uraian di muka kiranya telah memberikan gambaran tentang adanya nilai-
nilai demokrasi pada proses pengambilan, isi dan pelaksanaan Keputusan
Desa meskipun baru terbatas pada hal-hal yang pokok ‘saja. Selain itu uraian
di atas juga baru terutama memberikan gambatan tentang adanya nilai
persamaan dan nilai persetujuan rakyat.

Lalu bagaimana dengan nilai kebebasan ?

Mungkin dengan memberikan uraian tentang prakarsa/inisiatif dapat
diperoleh gambaran tentang nilai kebebasan itu. Inisiatif individu timbul bila
tidak ada halangan atau larangan bagi seseorang untuk menyampaikan
gagasan-gagasannya atau untuk mengambil langkah tindakan tertentu.
Disamping tidak adanya halangan, juga diperlukan adanya kemampuan pada
seseorang untuk menyampaikan gagasannya atau mengambil langkah
tertentu. Meskipun tidak terbukti dalam penelitian bahwa ada halangan, tetapi
terbukti bahwa kemampuan untuk berinisiatif pada warga desa masih kecil.
Hal ini tampak terutama pada proses pengambitan keputusan desa.

Dapat dikatakan tidak pernah ada keputusan desa yang pada awal mula
terjadinya berasal dari idee warga masyarakat biasa. Jarargnya terjadi Rapat
Desa dan sangat jarangnya anggauta masyarakat desa biasa mengeluarkan
pendapat di dalam Rapat Desa, sedikit banyak dapat diinterpretasikan
sebagai tidak adanya kemampuan warga desa biasa untuk menyampaikan
gagasan-gagasannya. Inisiatif sebagai perwujudan sisi positif untuk
kebebasan, hampir seluruhnya ada di tangan Kepala Desa.

Tampaknya di dalam masyarakat desa, kebersamaan, we-feeling, gotong ro-
yong memang lebih dihayati daripada ke“individu"an, berarti nilai persamaan
lebih dihayati daripada nilai kebebasan. ltulah mungkin sebabnya mengapa
Mohammad Hatta menyebut gotong royong sebagai demokrasi desa. Dan
bila kita menengok kepada falsafah demokrasi pada umumnya, ciri demokra-
si desa demikian itu juga mendapat tempat di dalamnya. Kita dapat melihat
kepada falsafah demokrasi yang diajukan oleh Leslie Lipson misalnya, yang
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mengatakan :“The philosophies which democrats propose may put liberty
first, while others insist on equality first" atau seperti diker wkakan oleh C.B.
Macpherson tentang Non-Liberal democracy the Undercaveloped Variant, :
“Their traditional culture was generally not attuned to competition. They
generally saw no intrinsic value in wealth getting and gave no respect to the
motive of individual gain. Equality and community, equality within a
community, were traditionally rated more highly than individual freedom™.
Masalah perimbangan antara kebebasan dan persamaan merupakan
masalah kiasik dalam falsafah dan kehidupan demokrasi. Bahkan dapat
dikatalan merupakan suatu dilema yang tidak pernah dapat diselesaikan. Hal
ini disebabkan karena perimbangan itu sangat peka terhadap perubahan
yang terjadi di dalam masyarakat, sedang perubahan dalam masyarakat
adalah esensi daripada perkembangan masyarakat itu sendiri. Selama tidak
pernah ada masyarakat yang tidak berkembang, maka selama itu dilemma
perimbangan itu pasti terjadi. Bila pemikiran demikian ini diterima, maka
perubahan perimbangan itupun pasti terjadi di dalam kehidu,>an demokrasi di
desa. Tidak berarti bahwa perimbangan seperti sekarang ini, dimana
persamaan lebih dihayati/dihargai dari pada kebebasan, berbalik
sepenuhnya. Dapat ierjadi bahwa perubaban perimbangan itu hanya bersifa
graduil saja, maksud saya, penghargaan masih tetap lebih diberikan kepada
parsamaan, tetapi dengan penghayatan nilai kebebasan yang lebih besar
dibanding keadaan sekarang ini.

Demokrasi desa sebagaimana adanya seperti sekarang ini dengan
penghayatan yang besar pada persamaan hanya dapat bertahan selama
desa masih merupakan unit agraris dengan sistem produksi yang sifatnya
agraris pula.

Perubahan-perubahan akan terjadi bila industrialisasi dan modernisasi
mulaimasuk di desa, hingga desa tidak semata-mata merupakan unit agraris,
tetapi berubah menjadi unit agraris industriil, bahkan menjadi unit industri. Hal
yang demikian itu dapat diperkirakan akan terjadi, karena industrialisasi,
modernisasi dan dinamika masyarakat yang timbul karenanya akan
mendorong warga desa untuk febih berinisiatif dan lebih berpartisipasi
lengsung dalam proses pengambilan Keputusan Desa.

Bahwa perkiraan yang demikian itu tidak sekedar merupakan konsepsi teori-
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tis, tetapi secara faktual ada pula dasarnya, dapat kita lihat pada diagram di
muka. Meskipun anggauta masyarakat yang tidak menerima Keputusan Desa,
jumlahnya sangat kecil (8,78%), tetapi dari.alasan yang dikemukakan tampak
bahwa keengganan menerima itu kemungkinan ada kaitannya dengan
masalah prakarsa dan partisipasi.

Sebagian dari mereka yang menolak mengatakan tidak dapat menerima
Keputusan Desa karena Keputusan Desa itu tidak bermanfaat bagi desa.
Sebagian lagi mengatakan, karena Keputusan Desa itu tidak demokratis. Bila
dari jawaban kelompck pertama tampak batiwa meskipun mereka menolak
Keputusan Desa, tetapi penodlakan itu lebih dilandaskan pada nilai persamaan,
tidak demikian halnya pada kelompik kedua. Jawaban kelompok kedua dapat
diinterpretasikan sebagai jawaban yang dilandaskan pada nilai kebebasan.
Mereka menjawab bahwa Keputusan Desa tidak demokratis , kemungkinan
karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berprakarsa dan tidak
mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya pada proses
pengambilan Keputusan Desa.

Kemungkinan ini makin besar Lila kita lihat bahwa kelompok kedua ini
seluruhnya terdiri dari pemimpin informal dan anggauta masyarakat hiasa.
Bahkan dari seluruh golongan yang tidak menerima Keputusan Desa itu,
alasan yang diajukan olen semua pemimpin informal adalah bahwa mercka
tidak menerima Keputusar Desa karena dinilai tidak demokratis. Dapat
diperkirakan bahwa dengan masuknya industrialisasi dan modernisasi,
kelompok yang febih mendasarkan sikapnya, baik di dalam penolakan
maupun penerimaan Keputusan Desa (lihat diagram) pada nilai kebebasan,
akan makin besar.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Telah sering kita dengar dan kita baca pernyataan-pernyataan dari
pemimpin nasional, pemimpin daerah dan para cendekiawan bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan sekarang ini, diperiukan peran serta rakyat.
Tidak kurang dari Presiden Soeharto sendiri (yang terakhir dapat di baca di
Kompas tertanggal 26 Juni 1990, halaman V), pada waktu memberikan
sambutan pada Acara Pembukaan Seminar Departemen Hankam tentang
"Pembangunan Aspek Kelautan di Indonesia Bagian Timur', mengingatkan
agar diperhatikan sungguh-sungguh peran serta rakyat dalam pembargunan.
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Karena itu, menurut beliau, penting sekali mendorong bangkitnva prakarsa,
kreativitas dan partisipasi seluas-luasnya dari semua lapisan dz n golongan.

Meskipun telah ada dorongan-dorongan dari atas sepertt demikian itu,
tampak sebagaimana telah saya gambarkan di muka, bahwa prakarsa dan
partisipasi secara langsung masih sulit ditemukan di dalam proses
pengambilan keputusan di desa. Tampaknya penghayatan nilai kebebasan itu
memang tidak dapat dipaksakan. Penghayatan nilai itu memerlukan suatu
proses. Unsur-unsur yang mempengaruhi proses itu seperti misalnya tingkat
perdidikan yang lebih baik di desa sekarang ini ternyata belum cukup
pengaruhnya untuk merubah sikap anggauta masyarakat. Mereka yang
mempunyai pendidikan yang relatif tinggi bagi ukuran desa, juga tidak
terbukti lebih memiliki prakarsa dan kesediaan mengeluarkan pendapat
dibanding dengan anggauta masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan
yang lebih rendah. Tampaknya masih diperlukan unsur-unsur mendasar
lainnya dalam penetrasi modernisasi dan industrialisasi, sebelum sikap
anggauta masyarakat dapat berubah.

Meskipun penghayatan nilai kebebasan itu merupakan suatu proses dan
hanya dapat timbul dari bawah, tidaklah bera:sti bahwa hal itu tidak dapat
diantisipasi dan ditumbuhkan suatu kondisi yang mengakselarasikan
pertumbuhan dari bawah itu. Pikiran yang ada pada benak kami adalah
apakah kedudukan dan peranan Kepala Desa yang begitu dominan tidak
dapat digunakan untuk menciptakan kondisi yang demikian itu.

ltu yang pertama, yang kedua apakah Susunan organisasi Pemerintah Desa
sebagaimana ada sekarang ini memberikan peluang bagi timbuinya kondisi
demikian itu.

Dalam rangka penelaahan itu, maka terlebih dulu kita lihat secara agak rinci
Susunan QOrganisasi Pemerintah Desa dibawah ini. '

Berdasar Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan
berdasar pula peraturan pelaksanaannya sebagai mana dituangkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1981, dapat saya susun Bagan
Susunan Organisasi Pemerintah Desa seperti berikut ini :
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Menurut ketentuan Permendagri no. 1 tahun 1981, pasal 2 ayat *, Pemerintah
Desa terdiri dari : a. Kepala Desa, b. LMD dan c. Perangkat Desa. Tetapi
menurut pendapat saya lebih tepat bila yang digunakan adalah perumusan
dalam UU No. 5 1979 (lihat bagan), dengan alasan sebagai berikut :

-Dalam UU No. 5 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
tahun 1981 dikatakan bahwa Keputusan Desa ialah semua keputusan yang
telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/diml}fakatkan
dengan lembaga Musyawarah Desa. Ini berarti bahwa badan pengambil
keputusan (decision-making body) terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga
Musyawarah Desa,sedang Perangkat Desa hanya pembantu Pemerintah Desa.
Adaiah bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi bila suatu perangkat
organisasi yang membantu pelaksanaan suatu keputusan, ikut serta dalam
menentukan suatu keputusan. Oleh sebab itu lebih tepat bila Pemerintah
Desa sebagai badan pengambil keputusan terdiri dari Kepala Desa dan
Lembaga Musyawarah Desa.

Dalam bagan, kotak LMD diletakkan di bawah kotak Kapala Desa,
Meskinun Keputusan Desa hanya dapat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dimusyawarahkan/dimufakatkan dengarn LMD (ps. 18 UU! No. 5 tahun 1979
dan pasal 1a Permendagri No. 1 tahun 1981), dan dalam pelaksanaan
Keputusan Desa, Kepala Desa tharus memberikan keterangan
pertanggungjawaban kepada LMD, tidak berarti bahwa kedudukan LMD
dalam susunan organisasi setingkat dengan Kepala Desa. Dengan
mengatakan bahwa Pemerintah desa terdiri dari :

a. Kepala Desa dan b. LMD dan dengan lampiran bagan sebagaimana
dilampirkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981, tampak
bahwa kedudukan LMD dalam susunan organisasi diletakkan di bawah
Kepala Desa. Berarti bahwa wewenang Kepala Desa ada di atas kewenangan
LMD. Halini lain dengan perumusan tentang Pemerintah daerah, dimana
dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakitan Rakyat Daerah {(ps. 13: (1) UU No. 5 tahun 1974) dan dimana
bagan organisasi pemerintah dacrah, kotak DPRD diletakkan sama tingginya
dengan kotak Kepala Daerah. Bahwa wewenang Kepala Desa diletakkan lebih
tinggi daripada LMD juga tercermin dalam kepemimpinan Kepala Desa,
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dimana Kepala Desa selain berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa
yang memimpin penyelenggaraan pemerintéhan desa (ps. 3 ayat 1
Permendagri No. 1 tahun 1981) juga berkedudukan sebagai ketua LMD (ps, 5
ayat 1 Permendagri No. 1 tahun 1983). Selain itu tidak didudukkannya LMD
sama tinggi dengan Kepala Desa, juga dikarenakan LMD bukan suatu
lembaga perwakilan sebagaimana halnya dengan DPRD dimana
anggauta-anggautanya dipilih lewat pemilihan umum, tetapi beranggautakan
pemuka-pemuka masyarakat, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan
dan kepala-kepala Dusun hasil permufakatan Kepala Desa dan
pemuka-pemuka masyarakat di desa yang kemudian disampaikan kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat !l untuk disahkan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk

masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat yang memadukan
pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya
gotong royong masyarakat (Permendagri No. 3 tahun 1981 ps. 1 ay. d)
berfungsi juga untuk membantu Kepala Desa dalam menyusun Rancangan
Keputusan Desa dan dalam pelaksanaan Keputusan Desa { ps.5 dan ps. 12
ay.1 Permendagri No. 3 tahun 1981) Berarti LKMD adalah lembaga pembantu
bagi Kepala Desa, karena itu secara struktural ada dibawah kedudukan
Kepala Desa.

Rapat Desa juga berada dibawah kedudukan Kepaia Desa, karena Rapat
Desa berfungsi sebagai wadah penampung keinginan masyarakat desa
dalam rangka penyusunan rancangan keputusan desa mengenai anggaran
Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Rapat Desa bukan suaiu
lembaga yang ikut menentukan/memutuskan Keputusan Desa.

Dengan susunan organisasi pemerintah desa, dapat dilihat pemerintah
desa in "statica”, dengan melihat kedudukan, wewenang dan hubungan antar
lembaga pemerintah desa. Tetapi bila kita ingin  mengetahui
bagaimana/proses terjadinya keputusan di desa, maka yang kita periukan
adalah pengetahuan tentang pemerintah in dinamica. Pola berpikir yang
pating kena untuk melihat ini adalah pola pikir secara sistemik, karena dengan
pola pikir itu dapat kita lihat bagaimana mula-mula aspirasi itu timbul,
bagaimana dan siapa yang melaksanakan input, bagaimana konversi input
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menjadi output dan siapa yang melakukannya dan bagaimana output
(keputusan politik) itu diumpan balikkan pada masyarakat.

Dengan menggunakan model arus sistem politik model (input-output) dari
Easton, dapat dibuat diagram tentang sistem pengambilan keputusan politik
di desa, seperti di bawah inj :

wl
A RAPAT

S DESA T —

Y

A KEPALA OUTPUT
R INPUT DESA KEPUTUSAN "
A DESA

K s LK.MD [ LM.D

A LN = L Mo ]

T

UMPAN BALIK \

Dalam diagram terlihat dengan jelas adanya tiga arus input dari
masyarakat ke lembaga pengambil keputusan (Pemerintah Desa yang terdiri
dari Kepala Desa dan LMD). Arus pertama adalah arus pergajuan keinginan
warga desa lewat Rapat Desa dalam kerangka penyusunan Rancangan
Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Keuangan Desa (R.A.P.F.K.D).

Arus kedua adalah pengajuan aspirasi oleh masyarakat desa dengan
menggunakan lembaga-lembaga sosial desa seperti sinoman, PKK dan lain
sebagainya, atau pengajuan aspirasi secara pribadi oleh warga desa, karena
hubungan famili atau pertemuan dengan Kepala Desa atau anggota LMD.

Arus ketiga adalah pengajuan keianginan lewat wahana aspirasi LKMD yang
selanjutnya meneruskan kepada lembaga pengambil keputusan desa. Dalam
pemikiran ini, maka lembaga lembaga sosial desa, Rapat Desa dan LKMD
berfungsi sebagai infrastruktur, meskipun LKMD dan Rapat Desa ditetapkan
dari atas berdasar peruncdang-undangan dan dipimpin oleh Kepala Desa.
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Menjadi suatu pertanyaan, sejauh mana kemandirian yang dimiliki oleh kedua
lembaga itu. Dan ini pasti mempunyai pengaruh terhadap kelancaran arus
input. Dalam pengaturan perundang-undangan telah jelas bahwa kedua
lembaga itu tidak berfungsi sebagai lembaga pegambit keputusan.

Lembaga pengambil keputusan desa yang disebut Pemerintah Desa yang
terdiri dari Kepala Desa dan LMD mengolah/mengkonversi masukan menjadi
Keputusan Desa.

Pengolahan berjalan dengan musyawarah untuk mufakat sampai jatuh
suatukeputusan dan keputusan itu kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa
sebagai Keputusan Desa. Musyawarah diselenggarakan dalam rapat LMD
dengan dipimpin oleh Kepala Desa. sebagaimana telah dipaparkan dimuka
peranan Kepala Desa dibanding dengan LMD lebih menonjol. Musyawarah
diselenggarakan dalam rangka menetapkan Rancangan Keputusan Desa
menjadi Keputusan Desa. Berarti bahwa masukan yang diperoleh dari dalam
masyarakat desa lewat hubungan pribadi, lembaga sosial desa, LKMD dan
Desa memperoleh saluran dalam rangka memusyawarahkan Rancangan
Keputusan Desa, sedang Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala
Desa. Hal ini menunjukkan lagi besarnya peranan Kepaia Desa.

Ada satu hal yang memungkinkan aspirasi masyarakat desa tersalur dengan
lebih baik, yaitu bila LKMD mampu menangkap aspirasi itu dan mengolahnya
di datam Rancangan Keputusan Desa. Ini dimungkinkan karena LKMD
mempunyai wewenang untuk membantu Kepala Desa dalam menyusuin
Rancangan Keputusan Desa.

Keputusan Desa dilaksanakan oleh Kepata Desa. Di dalam pelaksanaan ini
ia dibantu oleh LKMD dan Perangkat Desa. Datam kerangka ini di samping
Kepala Desa dan Perangkat Desa, LKMD dapat berperan pula dalam
pengumpan balikkan Keputusan Desa dalam masyarakat.

Dari uraian di muka tampak, bahwa dibanding dengan lembaga-lembaga
desa, Rapat Desa dan bahkan LMD, LKMD-ah lembaga yang paling ada
kesempatan untuk menyalurkan aspirasi warga desa.
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Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Baik dalam uraian tentang pemerintahan desa‘ in “statica®, maupun
pemerintahan “in dinamica® saya coba untuk menunjukkan betapa
dominannya kedudukan dari Kepala Desa. Dengan kondisi yang demikian
ternyata Keputusan Desa adalah efektif, dalam arti Keputusan Desa diterima
dan direalisir oleh anggota masyarakat. Tetapi dari uraian dimuka juga
tampak, bahwa dilihat dari sudut demokrasi, lebih-lebih dalam menyongsong
masa yang akan datang, tidak hanya dituntut akan adanya seorang Kepala
Desa birokrat {dalam arti baik), tetapijuga seorang Kepala Desa demokrat.

Seorang Kepala Desa demokrat yang tidak hanya pandai menciptakan situasi
dan suasana dihayatinya nilai persamaan, tetapi juga pandai menciptakan
suasana yang menyuburkan penghayatan nilai kebebasan, berujud prakarsa
dan kemampuan mengeluarkan pendapat.

Dengan tidak adanya otonomi dalam arti sebenarnya di desa (otonomi
dengan ujud hak dan kewajiban untuk menentukan pclicy dari atau beserta
lembaga perwakilan rakyat yang anggautanya dipilih datam pemilihan umum),
maka para anggauta Rapat Desa, LKMD dan LMD harus dapat membuka diri
szbagai saluran aspirasi anggauta masyarakat, menciptakan iklim
keterbukaan yang membuat anggauta masyarakat desa menyalurkan
prakarsa dan pendapatnya lewat ketiga lembaga itu. Untuk itu mungkin pertu
adanya peninjauan kembali terhadap susunan organisasi dan fungsi dari
ketiga lembaga tersebut.

Rekan-rekan dosen, para mahasiswa dan hadirin yang saya muliakan.

Dalam pidato pengukuhan ini saya tidak menenggelamkan diri di dalam
pembahasan mengenai teori-teori dari banyak sarjana, sebagaimana mungkin
banyak dilakukan di dalam pidato-pidato pengukuhan lain dalam bidang limu
Sosial, tetapi saya lebin menekankan pada uraian tentang “temuan" penelitian
dan kemudian mempermasalahkan sesuatu aspek pada suatu bidang yang
saya anggap penting di dalam studi tentang limu Politik, juga dengan
mengkaitkannya dengan “temuan” itu. Dengan isi pidato pengukuhan yang
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demikian ini harapan saya ada{lah, agar saya sedikit banyak dapat ikut mem-
berikan 'sumbangar) pemikiran,meskipun penglitian yang telah saya lakukan
mungkin tidak berarti, didalam usaha kita bersama untuk menjadikan
Universitas yang kita cintai ini, tidak hanya sebagai “teaching-University",
tetapi juga sebagai "research-university’ yang mendapat tempat di hati
masyarakat dan di dunia ilmu pengetahuan. Seperti dalam keadaan sekarang
ini dengan terpijak pada hasii penelitian, maka Universitas ini telah terhindar
dari lamunan dan utopi dan dengan demikian Universitas inipun tidak akan
berdiri sebagai "menara gading" di tengah-tengah masyarakat.

Hadirin yang saya muiiakan,

Akhirnya izinkanlah saya pada kesempatan ini sekali lagi memanjatkan puji
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat, taufik dan hidayahNya,
hingga segala tugas dan kuajiban yang harus saya tunaikan dalam bidang
pekerjaan saya, dapat saya selesaikan dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Menteri
Pendidikandan Kebudayaan yang telah berkenan mengangkat saya sebagai
Guru besar Madya dalam bidang limu Politik.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Saudara Rektor/Ketua
Senat Universitas Diponegoro, Kepada Senat dan Dewan Guiu Besar
Universitas Diponegoro serta kepada Senat dan Dekan Fakultas Sosia! dan
limu Politik atas persetujuan dan pengusulan saya sebagai Guru Besar.

Terima kasih saya ucapkan pula kepada rekan-rekan dosen dan karyawan di
lingkungan Universitas, khususnya, teman-teman dosen dan para asisten
serta karyawar di iingkungan Fakultas Sosial dan timu Palitik atas kerja sama
dan saling pengertian yang baik selama ini.

Kepada semua Suru saya sejak HIS sampai dengan SMA dan kepada semua
dosen dan Guru Besar di Universitas Gajah Mada yang telah mendidik saya,
saya sampaikan terima kasih dan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya.

Saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah
Daerah Tingkat | Jawa Tengah yang selama 17 tahun telah memberikan
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kesempatan kepada saya untuk menimba pengalaman di lingkungan
pemerintahanan daerah, baik sebagai anggota/pimpinan badan legislatif
maupun sebagai pejabat eksekutif. Pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan
yang saya miliki sekarang ini bagaimanapun tidak terlepas dari pengalaman
yang telah saya peroleh itu.

Kepada Pemerintah Daerah Tingkat it Kendal saya sampaikan terima kasih
atas diberikannya kesempatan kepada saya untuk mengadakan penelitian di
daerahnya, yang hasilnya saya jadikan titik tolak pidato pengukuhan iri.
Sangat sulit untuk dirumuskan dengan kata-kata perasaan yang ada dalam
hati saya bagi semua anggauta keluarga saya, Ayah, Ibu, istri dan anak-anak
saya yang telah mendorong saya dan dengan penuh pengertian mendapingi
saya dalam segala tugas dan kuajiban yang harus saya laksanakan.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia
dan semua pihak yang membantu, hingga Acara pengukuhan ini
terselenggara dengan baik. Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada
hadirin yang saya muliakan yang dengan penuh kesabaran mengikuti acara
ini sampai selesai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membperikan rakhmat dan bimbingan Nya
kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.
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